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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

.4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik {ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pemnentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentzng
amoanan wambaran Negara Republik indonesia Nomor 4389),

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. T

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1004 tenizng P=—=~kszzn Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2064 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Stsis— Serencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemoaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubghan Undang-Uncang Nomor 22 Tahun 2004 teniang Pemerintahan Daerah menjad:



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14.Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 47);

16.Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemoz—=-

Negara Repubiik indonesia Tehun 2085 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 433% -

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubsi«
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18.Peraturarr Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indones:z
Tahun 20C5 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

1F¥ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ientang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);




20.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4577);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tz~2~ 2205 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
26.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1z T=-_= 2305 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERAJURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH T=NTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.




Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4
6)
7)

-

S)

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuzangan

Belanja Tidak Terduga

'

.

:; Belanja Bantuan Sosial

Jumlah Pendapatan

,00

Rp. 1.187.658.090.000,00

Rp. 336.566..000.000,00
Rp. 851.092.090.000,00
Rp.

Rp. 227.674.198.914,00
Rp. 0,00
Rp. 1.163.331.200,00
Rp. 355.700.000,00
Rp. 45.231.095.121,00
Rp. 139.332.130.000,00
Rp. 25.800.000.000,00
Rp. 9.327.596.774,00

Rp. 448.884.052.009,00




b. Belanja Langsug

1) Belanja Pegawai Rp 64.054.103.296,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 259.449.560.515,00
3) Belanja Modal Rp. 598.831.468.428,00

Rp. 922.335.132.239,00

Jumlah Belanja Rp. 1.371.219.184.248,00

Surplus/(Defisit) (Rp. 183.561.094.248,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 227.641.910.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 40.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 187.341.910.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berxenaan Rp 3.780.615.752.00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan S=iz-2 Dasrah sebagaimane cimzksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran |
Peraturan Gubernur ini.

{ Pasal 3

n

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinnci lebih lanjut dalam Lampiran || Peraturan Gubemur ini.




Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Paiangxka Raya
pada tanggsa! 29 Desember 2007

LEMBARAN TAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 34




